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Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana damapak kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan 
sesudah kebijakan Tax Amnesty, lalu untuk mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Mempawah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebijakan Tax Amnesty ini, dan 
yang terakhir adalah strategi apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang pribadi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 
tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah. Data yang digunakan dalam 
penelitian yaitu data primer yang didapatakan dari wawancara ke pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama dan data sekunder yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah. 
Dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan Tax Amnesty ini dapat meningkatakan 
jumlah pendapatan pajak dan jumlah Wajib Pajak. Kendala utama pada masa Tax Amnesty ini 
adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak dan ketidak tahuan wajib pajak dalam menggunakan 
teknologi seperti komputer dan internet. Sehingga setelah masa Tax Amnesty ini perlu adanya 
langkah startegis untuk selalu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
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1. Latar Belakang  
Instrumen pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Ada tiga sistem yang 
dibagi dalam pemungutan pajak: Official assessment system, Self assesment system, dan With 
holding system. Di Indonesia sendiri sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak dilakukan 
dengan cara self assesment system. Cara ini merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak sendiri, mulai dari penghitungan pajak hingga pembayarannya. Pegawai pajak 
memiliki fungsi sebagai pembina, pengawas pelaksanaan kewajiban para Wajib Pajak.  
Pada situasi penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah masih kurang dari target, 
pemerintah melakukan tindakan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kepatuhan Wajib 
Pajak. Pada tahun 2016 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan berupa penghapusan 
pajak yang seharusnya terutang, tidak adanya sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana 
di bidang perpajakan bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini disebut Tax Amnesty (pengampuan 
pajak). 
Dalam mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak, diperlukan pengetahuan perpajakan. 
Pengetahuan perpajakan berarti pengetahuan Wajib Pajak dalam peraturan pajak baik paham 
secara undang-undang perpajakan minimal undang-undang yang Wajib Pajak akan bayar dan 
Wajib Pajak paham akan manfaat yang akan dia dapatkan dari pembayaran pajak. Untuk Wajib 
Pajak yang sudah memahami pengetahuan perpajakan, akan datang ke Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), guna menghindari sanksi-







sanksi yang ada di undang-undangan perpajakan. Namun masyarakat Indonesia yang bekerja 
khususnya Wajib Pajak orang pribadi (WPOP), banyak yang belum memahami tentang 
pengetahuan perpajakan. Baik itu peraturannya ataupun cara pelaporan pajak itu sendiri. 
Indonesia merupakan negara yang besar, berpotensi tinggi di bidang perpajakan namun belum 
optimal dalam pelaksanaanya. 
Data yang didapatkan dari LATKIN DJP 2016 menunjukan bahwa sampai tahun 2015, 
jumlah Wajib Pajak yang terdaftar 33 juta jiwa. Namun, Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) 
yang berusaha menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi 
(WPOP) yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan dan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (WPOP) non karyawan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi hanya 
sebesar 63,22% WPOP karyawan dan 25,66% WPOP non karyawan. 
Maka untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty (penghapusan pajak) sesuai dengan 
perundang-undangan ini maka Tax Amnesty diberlakukan sejak 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 
2017. Tax Amnesty terdapat 3 periode, periode pertama tanggal 1 Juli – September 2015, 
periode kedua tanggal Oktober – 31 Desember 2016, dan periode ketiga tanggal 1 Januari – 31 
Maret 2017. 







Dalam negeri Luar negeri 
I 97,2 T 2.532 T 951 T  137 T 
II 103,31 T 3.143 T 1.013 T 141 T 
III 114 T 3.608 T 1.033 T 146 T 
Sumber: (https://www.liputan6.com) dan (https://finance.detik.com) 
     
Bila mengacu pada target Tax Amnesty hasil dari Tabel 2. Kenaikan jumlah pendapatan ini 
sebenarnya sudah baik karena dapat menambah Wajib Pajak baru. Tapi jika dilihat dari target 
awal perencanaan, Tax Amnesty masih jauh dari target yang ditentukan pemerintah yaitu 
deklarasi harta sebesar Rp.4.866 Triliun. Banyak faktor-faktor yang mempengarungi kebijakan 
ini sehingga tidak sesuai dengan target yang sudah tetapkan. Padahal jika Wajib Pajak paham 
akan pengetahuan perpajakan, mereka pasti akan membayar dan melaporkan SPT mereka 
dengan sukarela karena pada akhirnya pembayaran pajak ini akan kembali lagi bagi 
kesejahteraan masyarakat. Hasil ini serupa dengan penelitian Rahayu (2017) menunjukkan 
bahwa adanya pengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan dan juga sanksi perpajakan 
dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sebagai dasar dari penelitian, penulis ingin 
mengetahui dampak yang terjadi pasca kebijakan Tax amnesty dilakukan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak orang pribadi khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah. 







2. Kajian Literatur   
2.1 Pajak 
2.1.1. Definisi Pajak 
Pajak ialah iuran yang harus dibayar dan bersifat memaksa dari rakyat kepada pemerintah 
serta tidak terdapat imbalan jasa langsung atas pembayarannya. Pajak yang dibayarkan setiap 
Wajib Pajak dibedakan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut. 
Pemungutan pajak dilakukan kepada seluruh Wajib Pajak baik itu individu, atau badan. Hasil 
dari pungutan pajak tersebut menjadi sumber keuangan negara yang diakomodasikan dalam 
bentuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan rakyat dan negara. 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (1990:5) menyebutkan bahwa “pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat diperlihatkan serta digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum.” Pendapat ini lantas disempurnakan menjadi dana/kas yang diberikan dari 
masyarakat ke pendapatan negara yang dipakai untuk pengeluaran negara dan keuntungan dari 
biaya pajak digunakan untuk mendanai investasi publik. 
S.I Djajadiningrat yang tertulis dalam Buku Perpajakan Teori dan Kasus oleh Siti Resmi 
(2014:2): 
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan hasil yang dapat memberikan sebuah kedudukan 
tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditentukan pemerintah serta 
bisa bersifat memaksa, namun tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung. 
2.2. Tax Amnesty 
2.2.1. Pengertian Tax Amnesty 
Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang harusnya terutang, namun tidak dikenakan 
biaya administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan 
membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. 
Tujuan diadakanya Tax Amnesty adalah untuk menambah penerimaan pajak dan 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak. 
Tax amnesty bukan yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia, Tax Amnesty pernah 
dilakukan pertama kali pada tahun 1964 dan 1984. Namun pada tax amnesty tahun 1964 dan 
1984 dikatakan gagal hal ini disebakan oleh kebijakan ini tidak didukung dengan kebijakan 
lain seperti sistem administrasi pajak. Lalu pada tahun 2008 adanya kebijakan yang mirip 
seperti Tax amnesty, kebijakan ini disebut Sunset Policy. 
2.2.2. Kebijakan Tax amnesty 
Terdapat beberpa kebijakan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu: 
1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di 







dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 
(tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:  
a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama 
sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, 
b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat 
terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
2016, dan  
c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 
Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.  
2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah sebesar: 
a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama 
sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, 
b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat 
terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
2016, dan  
c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 
tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.  
3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir 
adalah sebesar: 
a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai 
dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan; atau 
b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 
Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan. 
2.2.4. Peraturan Tax Amnesty 
Subjek dan objek yang ada di peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 1 Nomor PER-
11/PJ/16 yaitu: 
a) Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan berhak mendapatkan sebuah Pengampunan Pajak. 
b) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak 
warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di 
bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak bisa tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu 
Pengampunan Pajak. 
c) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak memiliki 







penghasilan dari Indonesia adalah Subjek Pajak Luar Negeri dan bisa tidak memakai haknya 
untuk mengikuti Pengampunan Pajak.  
d) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 
memakai haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak tidak diterapkan. 
Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 ini menjabarkan 
tentang bagaimana nasib Wajib Pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty: 
a) Bagi Wajib Pajak yang tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu Pengampunan Pajak 
bisa menyampaikan sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau 
membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
b) Terhadap Harta yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan atau 
Harta yang didapat dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum 
dilaporkan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku 
ketentuan sebagai berikut, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
sudah disampaikan, Wajib Pajak bisa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum 
disampaikan, Wajib Pajak bisa melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan.  
c) Dalam hal Wajib Pajak tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu Pengampunan Pajak 
dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang didapat 
sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2), 
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang pengampunan pajak. 
Pada Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menjelaskan 
tentang penentuan Nilai Wajar Harta yang akan diungkapkan yang berisi: 
a) Nilai wajar Harta Tambahan yaitu sebuah nilai yang menggambarkan suatu kondisi dan 
keadaan dari aset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian Wajib Pajak. 
b) Nilai wajar untuk Harta Tambahan yaitu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selain 
kas atau setara kas ialah nilai yang menggambarkan suatu kondisi dan keadaan dari aset 
yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak 
Terakhir.  
c) Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam sebuah Surat Pernyataan Harta tidak 
dilakukan suatu pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.  
2.2.5. Fasilitas Tax Amnesty 
Bagi Wajib Pajak yang telah melakukan kebijakan ini dan menerima surat terbitan Surat 
Keterangan, maka akan mendapatkan fasilitas Pengampunan Pajak seperti: 







1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk 
kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai 
dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;  
2) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban 
perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir 
Tahun Pajak Terakhir;  
3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak 
Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun 
Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan  
4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak 
Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, 
pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas 
kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah 
ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). 
2.2.6. Kewajiban Investasi yang diungkap dan dilaporkan 
Pada pasal 12 menjelasakn apa saja yang harus dilakukan setelah pengungkapan harta di 
Tax Amnesty ini: 
1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) harus mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi 
yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:  
a) Tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan 
menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a; dan/atau  
b) Tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan 
menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b.  
2) Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (6) terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:  
a) Surat berharga Negara Republik Indonesia;  
b) Obligasi Badan Usaha Milik Negara; 
a) Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;  
b) Investasi keuangan pada Bank Persepsi;  
c) Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;  
d) Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;  
e) Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau  







f) Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak 
2.3.1. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa 
“kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua 
kewajiban Perpajakan dan melaksanakan hak perpajakanya.” Lalu menurut Macfud Sidik 
dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) menjelaskan bahwa “kepatuhan memenuhi kewajiban 
perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung Self Assessment, di mana Wajib Pajak 
bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan 
tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.” 
2.3.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) 
yaitu: 
1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara 
formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya 
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Hal yang 
terpenting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. 
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya 
memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang 
pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang 
bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat 
Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.  
2.3.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria 
kepatuhan Wajib Pajak adalah: 
1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT; 
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin 
untuk mengamgsur atau menunda pembayaran pajak; 
3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan 
pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut; dan  
4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 











3. Metode Penelitian  
3.1 Bentuk Penelitian 
Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripstif. Penelitian 
kualitatif merupakan penelitian yang mengedepankan kualitas atau beberapa hal yang penting 
seperti barang atau jasa. Barang atau jasa disini adalah berupa peristiwa/hal-hal yang terjadi 
pada masa kini atau sebelumnya. Kejadian-kejadian tersebut jangan sampai dibiarkan tanpa 
adanya pengembangan sehingga masalah itu dibiarkan terlalu lama dan tidak menimbulkan 
sebuah kegunaan kedepannya. Sudjana dan Ibrahim (1989:3) menjelaskan pengertian 
penelitian sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk mengoleksi, 
memproses, dan mendapatkan inti dari data dengan menggunakan teknik dan metode tertentu 
dalam hal mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.” Dalam memecahkan sebuah 
masalah maka dilakukan sebuah penelitian agar mendapat sebuah data-data yang dapat 
dipercaya sehingga permasalahan itu dapat diatasi dengan benar dan dari pencarian data-data 
tersebut akan menambah wawasan baru yang bisa digunakan dalam permasalahan yang akan 
muncul kedepan. 
Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini dapat mengeksplor gejala sosial 
yang terjadi saat ini lebih membahas kepada permasalahan secara terstuktur dan mendalam 
dalam pembahasan gejala sosial yang terjadi. Menurut Sekaran & Bougie (2010) data kualitatif 
merupakan “data dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari berbagai data primer ataupun data 
sekunder, seperti laporan perusahaan, catatan mahasiswa, publikasi perusahaan, buku, dan 
artikel jurnal.” Dalam penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan dengan suatu 
permasalahan yaitu berupa masalah sosial atau fenomena sosial dibentuk dalam sebuah kalimat 
yang berjenis naratif dalam penjelasaan hasil akhir penelitian. Maksudnya data, fakta yang 
didapatkan dijelaskan dalam bentuk kata atau gambaran bukan dalam angka-angka. Dalam 
menulis penelitian deskriptif data- data harus disampaikan sesuai di lapangan, sehingga 
memberikan ilustrasi yang benar dan jelas guna mendukung laporan yang disajikan.  
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJP Kalimantan Barat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Mempawah yang beralamat di Jalan Sultan Abdurachman No. 76, Pontianak, 78121. Waktu 
penelitian yang digunakan pada saat surat ijin penelitian keluar adalah 2 bulan. Di mana dalam 
2 bulan tersebut dibagi menjadi 1 bulan pengumpulan data sekaligus wawancara dan 1 bulan 
selanjutnya digunakan untuk pengolahan data termasuk penyajian di skripsi dan peroses 
pembimbingan skripsi. 
3.3 Data 
Dalam sebuah penelitian tidak akan menghasilkan penelitian yang valid jika tidak ada data 
yang mendukung penelitian tersebut. Data sendiri merupakan fakta dalam penelitian yang 
sangat penting, dalam penelitian bukan hanya mengumpulkan dan membongkar informasi-
informasi yang ada tapi mencoba untuk memproses informasi-informasi yang ada lalu 







mempertanyakan informasi tersebut sehingga menimbulkan sebuah jawaban tentang 
pertanyaan tersebut. Maka dari itu penelitian yang saya lakukan mengunakan data sebagai 
acuan dalam menghasilkan jawaban di penelitian ini.  
Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini bersifat narasi serta uraian penjelasan data 
yang didapat lisan maupun dokumen-dokumen tertulis yang mendukung penelitian. Sumber 
data sebagai berikut: 
1) Data Primer 
Data primer adalah data yang di dapatkan melalui instrumen (kuesioner, wawancara, dan 
hasil pengamatan) yang dilakukan pada saat tertentu namun tidak dapat langsung dipahami 
perlu pengolahan dalam informasi yang didapatkan. Penelitian ini mengunakan data primer 
yaitu instrumen wawancara, yang mana adanya tanya jawab seputar masalah penelitian 
dengan informan yang memiliki keahlian atau paham akan masalah tersebut. 
2) Data Sekunder  
Data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui catatan, buku, laporan. Data 
yang digunakan dalam penlitian ini adalah laporan yang didapatkan di KPP Mempawah, 
buku, artikel, dan informasi-inforamsi yang didapatkan dari berita dunia maya yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
3.4 Subjek dan Objek Penelitian  
Menurut Komariah & satori (2010) dalam penelitian kualitatif populasi dan sampel 
dikatakan sebagai subjek penelitian dan narasumber. Pengertian Subjek Penelitian adalah 
benda, hal atau orang yang terdapat data tentang objek penelitian. Oleh karena itu subjek 
penelitian memiliki peran inti dalam sebuah penelitian karena data tentang masalah dan gejala-
gejala yang diteliti berada pada subjek penelitian. 
Menurut Komariah & satori (2010) Pengertian objek pajak adalah tidak dibatasi jumlah 
responden yang ada, penelitian dapat dilakukan hanya seorang objek penelitian saja. Banyak 
penelitian kualitaitf yang dilakukan ke satu orang dengan wawancara yang mendalam. Subjek 
dalam penelitian kali ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah dan objek 
penelitian yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.  
Responden penelitian adalah orang yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitan, dan 
dipenelitian ini respondennya adalah pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Mempawah. 
3.5 Metode Analisis 
     Menurut Sugiyono (2011) analisis data merupakan “proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi yang 
tersusun dalam kategori-kategori dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami 
oleh diri sendiri dan orang lain.” Selain itu menurut Milles dan Huberman (dalam 
Sugiyono,2011),” Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung 







secara terus menerus sampai tuntas.” Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
a) Reduksi Data 
Data yang didapatkan pada saat penelitian kualitatif akan banyak dan bervariasi karena 
adanya teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Sehingga diperlukan 
adanya merangkum data, memilih data-data yang pokok, memfokuskan data pada masalah 
penelitian. Dengan begitu reduksi data memberikan data yang mudah dipahami oleh penulis 
dan orang lain. 
b) Data Display (Penyajian Data) 
Setelah dilakukan reduksi data hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyajikan 
data yang sudah direduksi. Penyajian data dapat dijabarkan melalui bentuk tabel, grafik, dan 
sejenisnya. Dengan penyajian seperti ini maka data yang didapatkan akan menghasilkan 
hubungan yang terkait antara data-data yang sudah direduksi sebelumnya. Adapun 
perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini guna mendapatakan penyajian data yang 
valid yaitu: 
1) Analisis tingkat kepatuhan WPOP sebelum dan sesudah Tax Amnesty. Dilakukan dengan 
menghitung selisih jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibagi dengan Wajib 
Pajak Orang Pribadi terdaftar tahun sebelumnya Rumus Persentase Peningkatan WP-OP 
KPP Pratama Mempawah: 
Selisih jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar
WPOP terdaftar tahun sebelumnya
 𝑥 100% 
 
2) Persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam realisasi SPT KPP Pratama 
Mempawah 
Jumlah penyampai SPT Tahunan
Jumlah WPOP Terdaftar yang wajib 
menyampaikan SPT
 x 100% 
 
3) Persentase kontribusi tax amnesty terhadap penerimaan pajak tahun 2017 KPP Pratama 
Mempawah 
Penerimaan tax amnesty 2017
Realisasi penerimaan pajak tahun 2017
 x 100% 
 
4) Persentase Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Mempawah 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 𝑥 100% 
Sumber: LAKIN DJP (2018) dan Hasibuan Z.G. (2018) 
c) Penarikan Kesimpulan 







Setelah reduksi data dan penyajian data dilakukan maka selanjutnya adalah penarikan 
kesimpulan yang didapatkan dari hasil penyajian data. Kesimpulan penelitian kualitatif dapat 
berupa narasi atau gambaran dari objek penelitian yang awalnya masih tidak jelas dengan 
penarikan kesimpulan diharapkan adanya jawaban yang jelas terhadap fenomena penelitian 
yang terjadi. Verifikasi data dilakukan sejak penelitian dilakukan sehingga dalam penarikan 
data dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.  
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Mempawah bahwa 
Tax Amnesty merupakan undang-undang yang di buat pemerintah eksekutif dan legislatif yang 
tercantum dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016. Mulai berlaku 
1 juli 2016 hingga maret 2017. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan 
oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 
penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang 
perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan 
dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang 
tebusan. 
4.2.1 Dampak Kepatuhan Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Bagi Wajib Pajak 
Dalam peningkatan Wajib Pajak Orang pribadi peningkatan terbesarnya ada pada masa Tax 
Amensty tahun 2016 lalu dengan peningkatan sebesar 71% lalu pada tahun 2017 hanya sebesar 
12%. Menurut hasil wawancara yang dilakukan ini terjadi karena Wajib Pajak ramai 
melakukan Tax Amnesty pada periode ke-2 antara bulan Oktober-Desember. Ini bisa terjadi 
karena informasi yang didapatkan tentang Tax Amnesty baru berdampak besar dibanding 
dengan periode pertama. Mengalami penurunan di tahun 2017 disebabkan karena Wajib Pajak 
sudah melaporkan pada Periode sebelumnya. 
Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada masa sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada 
tahun 2015 dan 2016 mengalami lonjakan penuruan yang disebabkan oleh bertambahnya 
cakupan KPP Pratama Mempawah yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten KubuRaya. 
Tahun 2017-2018 mengalami kesetabilan kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan 
kepatuhan pada tahun 2016. Realisasi yang didapatkan dari 2015 ke 2016 mengalami 
peningkatan yang tinggi hampir mencapai 2 kali pendapatan 2015 artinya tugas KPP dalam 
peningkatan jumlah pendapatan pajak berjalan dengan baik dan selalu mengalami peningkatan 
untuk tiap tahunnya. Dengan kontribusi Tax Amnesty pada tahun 2016 sebesar 4,3% dan 1,3% 
pada tahun 2017. 
4.2.2 Peran Kantor Pelayanan Pajak dalam Mensosialisasikan Kebijakan Tax Amnesty  
Kesiapan KPP Pratama Mempawah dalam masa Tax Amnesty bisa dibilang cukup baik 
dengan diawali pembentukan tim guna pembagian tugas dalam menjalan kebijkan ini. Adanya 
sosialiasi langsung seperti ke asosiasi-asosiasi pasar, perkantoran guna memberikan informasi 







tentag Tax Amensty dan fasilitas-fasilitas yang disediakan KPP Pratama Mempawah seperti 
layanan konsultasi yang dalam hari terakhir masa Tax Amnesty masih buka hingga jam 12 
malam. Walapun kontribusi Tax Amnesty hanya 4,3% dan 1,3% terhadap penerimaan pajak, 
disebakan oleh jangkauan KPP yang jauh dari Wajib Pajak Orang Pribadi, ketidaktahunnya 
Wajib Pajak tentang pengisian aplikasi Tax Amnesty. Antrian yang panjang untuk melaporkan 
SPH nya dan pegiriman file online yang harus dilakukan di KPP Pratama Mempawah. Dan 
kurangnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. 
4.2.3 Cara Kantor Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 
Setelah Tax Amnesty 
Setelah berakhirnya masa Tax Amnesty, Wajib Pajak diharuskan untuk melaporkan harta 
yang mereka laporkan saat Tax Amnesty selama 3 tahun. Jika tidak melaporkan, Wajib Pajak 
akan dikenakan Sanksi. Kebijakan yang dilakukan KPP Pratama Mempawah setelah 
berakhirnya Tax Amnesty adalah dengan cara mensosialiasikan tentang pajak dan 
disosialiasikan ke media-media elektronik dan cetak seperti surat kabar, radio, dan lain-lain 
pada masa-masa pelaporan SPT tahunan. 
 
5. Simpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan  
Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian di KPP Pratama Mempawah ini bahwa:  
1) Dampak kepatuhan sebelum dan sesudah Tax Amnesty dapat dilihat pada saat Tax Amnesty 
yang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan bisa diketahui dari 
angka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun sebelum Tax Amnesty dan 
sesudah Tax Amnesty. Dapat dilihat juga adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang tinggi dibanding pada masa sebelum Tax Amnesty dan stabil di tahun 2017 dan 
2018, walapun jumlah kontribusi Tax Amnesty rendah.  
2) Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah saat Kebijakan Tax Amnesty dilakukan 
melalui sosialisasi yang gencar. Hanya saja, meski sosialiasi yang gencar dilakukan KPP 
Pratama Mempawah sangat penting untuk pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak, 
namun sosialiasi yang baik jika tidak diikuti dengan pengetahuan teknologi dan kemudahan 
pelaporan akan mengurangi minat Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan pajak mereka. 
Maka dari itu diperlukan pengetahuan teknologi bagi Wajib Pajak dan adanya strategi dari 
pemerintah ataupun KPP dalam mempermudah penyampaian laporan perpajakan. 
3) Setelah berakhirnya kebijakan Tax Amnesty, kebijakan yang dilakukan Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Mempawah dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah setiap 
tahun KPP mensosialisasi ke para wajib Pajak. Salah satu contoh sosialiasinya adalah saat 
mendekati bulan Maret akhir Kantor Pelayanan Pajak melakukan siaran radio agar Wajib 
Pajak melapor SPT mereka. 
Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat diberikan rekomendasi bagi pihak yang 
terkait di penelitian ini sebagai berikut: 







1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah diharapkan untuk mencari cara yang efektif 
untuk penyampaian laporan pajak seperti adanya penyampaian secara online dan offline 
agar Wajib Pajak yang tidak tau cara mengisi formulir secara Online dapat mengisi formulir 
pajak secara offline. Sehingga Wajib Pajak yang jauh dari lokasi KPP bisa menyampaikan 
laporanya dari rumah mereka atau dari tempat yang dekat dengan mereka tinggal. Karena 
cakupan wilayah KPP Mempawah yang di dua Kabupaten namun kantornya bertempat di 
Pontianak. Meningkatkan sosialiasi dengan cara menggandeng komunitas atau organisasi 
kampus atau masyarakat untuk bersosialisasi. 
2) Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk sadar akan dirinya sebagai Wajib Pajak dan 
paham tentang pengetahuan perpajakan. Memahami teknologi guna mempermudah 
penyampaian SPT. Lalu dapat bertanya dengan konsultan pajak atau KPP tentang 
perpajakan. Sadar akan pembiayaan pajak berguna bagi perkembangan negara kedepanya. 
3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti bagaimana kontribusi besarnya 
pendapatan Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adakah perbedaan 
dalam penyampaian Tax Amnesty dan adakah perbedaan yang harus dilakukan oleh badan 
dan pribadu setelah melakukan Tax Amnesty. Lalu dapat membandingkan seberapa besar 
pendapatan Tax Amnesty dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Penelitian kali ini dibuat dengan sebaik-baiknya, namun penelitian ini tidak terlepas dari 
keterbatasan yang dimiliki penelitian ini sebagai berikut: 
1) Tidak adanya opini atau wawancara langsung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi terkait 
kepuasan mereka terhadap sistem pelaporan Tax Amnesty.  
2) Besarnya nominal penerimaan dari Tax Amnesty Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib 
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